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Beberapa pokok bahasan dapat dan perlu didalami untuk membahas tema
“Pancasila untuk pengembangan dan pengamalan ilmu hukum”. Pertama, relasi Pancasila
dengan konstitusi. Kedua, letak dan fungsi konstitusi bagi pengembangan ilmu hukum.
Ketiga, letak dan fungsi konstitusi bagi implementasi hukum. Keempat, makna (teoritik)
hukum sebagai ilmu di satu sisi dan hukum sebagai norma aplikatif di sisi lain.

Isyu pertama hingga ketiga pada dasarnya berada di ranah constitutional theory,
yang antara lain mencakup constitution formalia dan constitution realia.” Isyu keempat
berada pada ranah legal theories yang tidak berwatak monolitik;®> tetapi sekurang-
kurangnya juga menempatkan hukum sebagai ilmu pengetahuan dan teknik, atau bahkan
seni.*t

Pancasila dan konstitusi

Dokumen konstitusi dalam tradisi moderen bernegara memiliki fungsi nomokratik
sebagai perwujudan dari daulat rakyat. Di dalam teks Pembukaan UUD 1945 para perumus
konstitusi mewakili bangsa Indonesia dan: “ ..... menyatakan kemerdekaan kebangsaan
Indonesia ..... dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia ..... “. Artinya,
kemerdekaan bangsa sebagai bentuk self-determination of a nation mengambil jalan
konstitusionalisasi sehingga konstitusi harus difahami sebagai perwujudan dari daulat
rakyat.> Oleh karena itu konstitusi bukanlah milik (institusi) negara melainkan merupakan
political compact and contract of a nation yang mengikat semua unsur negara.

Mengartikan konstitusi sebagai undang-undang dasar (UUD) dan menempatkan
konstitusi sebagai perwujudan dari daulat rakyat berarti mendudukkan doktrin supremasi
konstitusi (the primacy of the constitution) di atas supremasi institusi negara (misalnya
parlementarianisme, beambtenstaat maupun juristocracy). Di satu sisi kenyataan ini
menunjukkan perkembangan mutakhir pemaknaan konstitusi, karena pada mulanya
constitutio pada zaman Romawi tidaklah bermakna demikian.® Aturan bernegara sebelum
“zaman konstitusi” disebut perjanjian, pakta (charter), mithaq (piagam kesepakatan),
pepakem (seperti Pepakem Chirebon).

Di sisi lain, pemaknaan konstitusi seperti itu menunjukkan bahwa konstitusi
mendahului struktur organisasi negara. Dalam kaitan ini Alder dan English mengatakan:
“constitutional law is different from other kind of laws in that the other law of a country
obtains their validity from its constitution. Constitutional law is as it were the law behind the
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law”.” Dalam makna inilah doktrin supremasi konstitusi diberlakukan, yaitu negara
bertunduk kepada konstitusi. Tetapi, seperti diketahui, penyetaraan antara daulat rakyat
dan daulat hukum, antara daulat rakyat dan supremasi konstitusi, baru dirumuskan lebih
eksplisit dalam hasil amandemen konstitusi pada tahun 2001 yaitu: “Kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar” (Pasal 1 Ayat (2) UUD
1945).

Bagaimana kenyataan mutakhir di Indonesia ini difahami dalam kaitan dengan sila
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan”? Secara umum telah diterima bahwa Pancasila dan norma-
norma konstitusi harus difahami sebagai suatu kesatuan yang utuh. Meminjam Penjelasan
UUD 1945 yang tidak lagi disebut sebagai bagian UUD 1945, Pembukaan UUD 1945
(sekaligus Pancasila) mengandung pokok-pokok pikiran yang diwujudkan dalam pasal-
pasalnya atau “Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung
dalam ‘pembukaan’ dalam pasal-pasalnya.”®

Tetapi upaya “mengutuhkan” (koherensi) antara Pancasila dan Pembukaan UUD
1945 dengan pasal-pasal UUD 1945 bukanlah pekerjaan mudah. Sejak awal sudah disadari
bahwa bahkan “..... untuk menyelidiki hukum dasar (droit constitutionelle) suatu negara
tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-undang Dasarnya (loi constitutionelle)
saja, akan tetapi harus juga menyelidiki sebagaimana praktiknya dan sebagaimana suasana
kebatinannya (geistlichen Hintergrund) dari Undang-undang Dasar itu.”®

Pengembangan studi konstitusi

Jelas bahwa pemahaman terhadap hukum konstitusi bagi pengembangan studi
ilmu hukum juga membutuhkan ketepatan dan kejelasan perspektif teoritik. Teori hukum
adalah analisis teoritik tentang watak hukum, pengertian hukum, dan institusi-institusi
hukum tetapi bukan menyangkut dimensi falsafati dan moralitas dalam teori hukum.™
Teori hukum menganalisis hukum sebagai gejala sosial. Teori hukum dapat disumbang oleh
filsafat hukum dan sosiologi hukum. Sumbangan filsafat hukum menghasilkan teori hukum
normatif, sedangkan sumbangan sosiologi hukum menghasilkan teori hukum empirik. Oleh
karena itu perspektif dalam studi hukum dapat dibedakan menjadi perspektif teori hukum
normatif (normative legal theory) dan teori hukum empirik (empirical legal theory)."
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Dalam konteks inilah studi konstitusi mengenal pembahasan tentang sejarah
konstitusi,” perbandingan (dokumen) konstitusi,”® hukum tata negara positif (normatif),+
pembahasan kasus-kasus konstitusi,” prosedur pembuatan atau desain konstitusi dan
prosedur perubahannya,’ atau teknik perancangan konstitusi (constitutional drafting).”

Tetapi, dalam kenyataan, studi konstitusi juga mencakup tentang nilai-nilai dalam
konstitusi (constitutional values). Konstitusi sebagai suatu dokumen hukum yang berada di
puncak hirarki perundang-undangan nasional, dalam praktik bernegara dewasa ini, menjadi
penjuru bagi tertib hukum nasional (national legal order). Dalam kaitan dengan Pancasila
dan Pembukaan UUD 1945 maka pembahasan tentang nilai-nilai konstitusi justru
membawa kita kepada dimensi falsafati dan moralitas dalam teori hukum. Akan tetapi studi
komprehensif tentang nilai-nilai dalam hukum juga akan memperhadapkan pengkaji dan
pengembang ilmu hukum (konstitusi) kepada berbagai isyu seperti koherensi dan antinomi
nilai dalam hukum. Dalam bahasa studi konstitusi, hal ini disebut dengan kesetimbangan
konstitusional (constitutional equilibrium).

Implementasi konstitusi

Maka fungsi Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan norma-norma konstitusi bagi
pengamalan atau implementasi (ilmu) hukum berada dalam cakrawala pemahaman
demikian. Problematik inilah yang dewasa ini sedang mengemuka di Indonesia.

Sebagai contoh. Nilai dan prinsip daulat rakyat menghendaki agar Indonesia
dibangun sebagai negara hukum yang demokratik™ sehingga hukum harus dikembangkan
dan ditegakkan berdasarkan cita-cita keadilan dan kepentingan masyarakatnya. Prinsip
negara hukum yang demokratik bukan hanya menentukan batas-batas kekuasaan negara,
melainkan juga meletakkan tanggung jawab kepada negara, terutama pemerintah, untuk
melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak-hak asasi manusia.”

Konsekuensinya, produk-produk legislasi nasional sebagai daily constitutions harus
merupakan derivasi yang koheren terhadap nilai-nilai konstitusi. Ini merupakan sebuah
tantangan karena rumusan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi yang bersifat umum-abstrak
harus diderivasikan secara kontekstual sesuai perkembangan zaman, agar menjadi nilai-
nilai dan aturan yang dinamik (living values and constitutional rules). Contoh perumusan
tentang prinsip atau konsep negara hukum dan penyetaraannya dengan konsep daulat
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rakyat, tersebut di muka, cukup membuktikan dinamika dimaksud.

Terbukti pula bahwa hasil dari praktik legislasi itu harus dikoreksi oleh Mahkamah
Konstitusi melalui pengujian undang-undang.*® Dalam kaitan ini perlu diingatkan bahwa
hakim menerapkan nilai-nilai hukum dan keadilan guna memulihkan kepemilikan dan
mewujudkan keterpenuhan hak-hak (restitutio in integrum), atau menetapkan hak-hak
yang seharusnya dimiliki, maupun membebankan sanksi kepada para pelanggar hak.”
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